
SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
PERATURAN GUBERNUR PAPUA TENGAH

NOMOR 7 TAHUN 2026
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URA]AN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA INSPEKTORAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

Menimbang a bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah
Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun 2025 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, ketentuan
mengenai susunan organisasi, tugas pokok dan fungsi,
serta tata kerja perangkat daerah diatur lebih lanjut dengan
Peraturan Gubernur;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraial Tugas
dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

Mengingat

b.

1.

2.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi
Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O01 Nomor 135, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2O2I tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 200 I tentang
Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
66971;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 20ll tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang
Penyesuaian Pidana tentang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 715);

3. Undang-Undang..... / 2
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2Ol4 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan l,embaran
Negara Republik lndonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2026 telrlang Penyesuaian Pidana tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
7t5l;
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang
Pembentukan Provinsi Papua Tengah (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);

Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2023 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6897);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2Ol9
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2O19 Nomor 187 Tambahan
lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

Peraturarr Pemerintah Nomor 11 Tahun 2Ol7 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 60371
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 17 Tahun 2O2O tentang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen
Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 64771;

Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 202 I tentang
Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46
Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 106 Tahun 2O2L tentang Kewenangan dan
Kelembagaan Pelaksanaan Kebij akan Otonomi Khusus
Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2025 Nomor 163);

10. Peraturan Pemerintah..... / 3
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10. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 202 1 tentang
Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk
Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan
Otonomi Khusus Provinsi Papua (kmbaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);

1 1 . Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 20 15
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2017
tentang Pedoman Nomenklatur Inspektorat Daerah Provinsi
dan Kabupaten/ Kota (Berita Negara Tahun 2017 Nomor
160s);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018
tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 1539);

14. Peratural Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2O2O tentang Jabatan
Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 530);

15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 leilang Sistem
Keq'a pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan
Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 181);

16. Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah Nomor 2 Tahun
2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun
2025 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

MenetapKan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA INSPEKTORAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:
1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.

2. Pemerintah Daerah..... / 4
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Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagar unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan Daerah Otonom.
Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah
Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah.
Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan
Dewan Perwakilan Ralryat Provinsi dalam penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi;
Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Papua Tengah.
Inspektorat Pembantu adalah Inspektorat Pembantu
Provinsi Papua Tengah.
Sekretariat adalah Sekretariat pada Inspektorat.
Subbagian adalah Subbagian pada Inspektorat.
Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi
fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional
yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan
tertentu.

J

4

5

6

8.
9.
10.

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2
(1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan

pemerintahan Daerah.
(21 Inspektorat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin

oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan
bertanggungiawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 3
(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

a. Inspektur;
b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbag Program, Analisis dan Evaluasi; dan
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Inspektorat Pembantu Khusus;
d. Inspektorat Pembantu I;
e. Inspektorat Pembantu II;
f. Inspektorat Pembantu III;
g. Kelompok Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintah

dan Auditor; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional lainnya.

(21 Bagan Struktur Organisasi Inspektorat sebagaimana
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Gubemur ini.

BAB rrr...../s
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KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI
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BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagran Kesatu
Inspektur

Pasal 4
(l) Inspektur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam

membina dal mengawasi pelaksanaan urllsan
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas
pembantuan oleh Perangkat Daerah serta pelaksanaan
pembinaan dan pengawasan umum atas penyelenggaraan
pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

(21 Inspektur dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan

fasilitasi pengawasan;
b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja

dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,
pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugasan dari Gubernur dan/atau menteri yang
melaksanakan urLISan dalam negeri;

d. penfrsunan laporan hasil pengawasan;
e. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana

korupsi;
f. pelalsanaan pengawasan program reformasi

birokrasi;
C. pelaksanaan penang€ulan pengaduan masyarakat dan

audit investigasi;
h. pelaksanaan administrasi inspektorat Daerah;
i. pengawasanterhadappenyelenggaraalpemerintahan

Daerah dan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
dal

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur
terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 5
(1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1)

huruf b mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian perumusan rencana program kerj a

dan anggaran pengawasan, penyiapan penyusunan
rancangan peraturan perundang-undangan dan
pengadministrasian kerja sama;

b. pelaksanaan evaluasi pengawasan, pengumpulan,
pengelolaan, analisis dan penyajian laporan hasil
pengawasan serta pemantauan dan evaluasi
pencapaian kinerja;

c. pelaksanaan pengelolaan keuangan; dan

d. pengelolaan kepegawaian..... I 6
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d. pengelolaan kepegawaian, tata usaha, perlengkapan
dan rumah tangga.

(21 Sekretariat membawahkan:
a. Subbagian Program Analisis dan Evaluasi; dan
b. Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian.

Pasal 6
(1) Subbagian Program, Analisis dan Evaluasi sebagaimana

dima]<sud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mempunyai tugas:
a. menyiapkan bahan penyusunan darr pengendalian

rencala/program kef a pengawasan;
b. menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan

perundang-undangan;
c. kerja sama pengawas€rn;
d. dokumentasi;
e. melaksanakanadministrasi;
f. inventarisasi;
C. analisis;
h. evaluasi;
i. pendokumentasian dan menyajikan hasil pengawas€ul;

dan
j. pendokumentasian pemutakhiran tindak lanjut hasil

pengawasan.
(21 Subbagian Program, Analisis dan Evaluasi dalam

menjalankan tugas mempunyai fungsi:
a. pengoordinasian penyiapan rencana program dan

anggaran Inspektorat Daerah;
b. pengoordinasian penyiapan rencErna program kerja

pengawasan;
c. koordinasi dan penlrrsunan peraturan perundang-

undangan serta pengelolaan dokumentasi hukum;
d. koordinasi dan kerja sama pengawasan dengan APIP

lainnya dan aparat penegak hukum;
e. penginventarisasianhasil pengawasan;
f. koordinasi evaluasi laporan hasil pengawasan;
g. penyusunarl laporan dan pendokumentasian hasil

analisis dan evaluasi pengawasan;
h. pendokumentasian hasil pemutakhiran tindak lanjut

hasil pengawasan; dan
i. pelaksanaan evaluasi kegiatan dan penl'usunan

laporan kine{a Inspektorat Daerah.
(3) Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian

sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) huruf b
mempunyai tugas:
a.
b.
c.

melaksanakan urusan kepegawaian;
melaksanakan urusan tata usaha;
melaksanakan urusan perlengkapan
tangga;
pengelolaan keualgan;
penatausahaan;
akuntansi;
verifikasi; dan
pembukuan dan pelaporan keuangan.

dan rumah

d.
e.
f.

h.

(4) Subbagian...../7
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(41 Subbagian Umum, Keuangan dan Kepegawaian dalam
menjalankal tugas mempunyai fungsi:
a. pelaksanaanadministrasikepegawaian;
b. pelaksanaan tata usaha dan pembinaal tata usaha

Inspektorat;
c. pelaksanaanurusanperlengkapan;
d. pelaksanaan urusan rumah tangga;
e. pelaksanaan anggaran dan penyiapan bahan

tanggapan atas laporan pemeriksaan keuangan;
f. pelaksanaanperbendaharaan;dan
g. pelaksanaan verifikasi, akuntansi dan pelaporan

keuangan.

Bagian Ketiga
Inspektorat Pembantu Khusus

Pasal 7
(1) Inspektorat Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas:
a. melaksanakan audit investigasi atas pengaduan

masyarakat;
b. penangan€rn pengaduan masyarakat atas dugaan

terjadinya tindak pidana korupsi dan kegiatan
pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan
Daerah;

c. pen€rnganan pengaduan masyarakat atas dugaan
te{adinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh
Bupati/Walikota dan/atau sekretaris daerah
Kabupaten/Kota;

d. kegiatan pencegahan korupsi di lingkungan
pemerintahan Kabupaten / Kota;

e. penanganan pungutan liar dengan instansi terkait;
dan

f. koordinasi pelaksanaan pe{anjian keda sama Aparat
Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Aparat Penegak
Hukum (APH).

(21 Untuk melaksanal<an tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi:
a. penyiapan pen5rusunan kebijalan terkait pemeriksaan

khusus dan penanganan pelaporan/ pengaduan
masyarakat yang berindikasi teq'adinya tindak pidana
korupsi;

b. penyiapan penJrusunan kebijakan terkait kegiatan
pencegahan korupsi;

c. penyiapan penyusunan kebijakan terkait pengawasan
pelaksanaan reformasi birokrasi;

d. penyiapan penyusunan koordinasi dan pelaksanaan
penanganan pungutan Iiar dengan Instansi terkait;

e. penyiapan penyusunan koordinasi pelaksanaan
pe{anjian kerja sama APIP APH;

f. perencanaal program pemeriksaan khusus dan
penanganan pelaporan/pengaduan masyarakat yang
berindikasi terjadinya tindak pidana korupsi.

g. perencanaan..... / 8
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g. perencanaan program pencegahan korupsi;
h. pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian

kebenaran pelaporan/pengaduan masyarakat yang
berindikasi tindak pidara korupsi;

i. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan
koordinasi pelaksanaan penegakan integritas di
lingkungan Pemerintah Daerah;

j. perencanaan, pengendalian dan pelaporan kegiatan
koordinasi pelaksanaan pencegahan korupsi di
lingkungan Pemerintah Daerah;

k. perencanaan koordinasi dan pelaksanaan
penanganan pungutan liar dengan instansi terkait;

1. perencanaan koordinasi pelaksanaan perjanjian kerja
sama APIP APH;

m. pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur;
a. penyiapan penJrusunan kegiatan terkait investigasi;
b. penJrusunan laporan hasil pengawasan khusus

dibidang investigasi.

Bagian Keempat
Inspektorat Pembantu

Pasal 8
(1) Inspektorat Pembantu I, II dan III mempunyai tugas

melaksanakan pembinaal dal pengawasan pelaksalaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
dan tugas pembantuan oleh perangkat Daerah serta
pelaksanaan pembinaan dan pengawasalt umum atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

(21 Inspektur Pembantu dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan
fungsi:
a. penyiapan penJmsunan kebijakan terkait pembinaan

dan pengawasan terhadap Perangkat Daerah;
b. perencaraan program pembinaan dan pengawasan

terhadap pelaksana tugas dan fungsi Perangkat
Daerah;

c. pengoordinasian pelaksanaan pengawasan fungsional
penyelenggaraan urus€rn pemerintahan Daerah;

d. pengawasan keuangan dan kinerja Perangkat Daerah;
e. pengawasan terhadap penyelenggaraan urusan

pemerintahan Daerah yang meliputi bidang tugas
Perangkat Daerah;

f. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi
pengawasan penyelenggaraan urusan pemerintahan
Daerah;

g. kerja sama pelaksanaan pengawasan dengan Aparat
Pengawas Internal Pemerintah lainnya;

h. pemantauan dal pemutakhiran tindak lanjut hasil
pengawasan;

i. pelaksanaan pengawasan..... I 9
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pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas
penugas€rn Inspektur; dan
penJrusunan laporan hasil pengawasan.

BAB TV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9
(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas

melakukan kegiatan teknis sesuai dengan bidang
keahliannya pada Inspektorat.

(21 Jenis, jenjang dan jumlah Jabatan Fungsional
sebagaimala dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
Gubernur berdasarkan analisis jabatan dan beban kerja
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Dalam pelaksanaan tugas, pejabat fungsional dapat
bekerja secara individu dan/ atau dalam tim kerja dengan
mekanisme kerja dan sistem kerja sesuai ketentuan
peraturan perundang-undan gan.

(41 Penugasan pejabat fungsional dalam pelaksanaan tugas
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh
Inspektur.

(5) Pejabat fungsional melaporkan pelaksanaan tugasnya
kepada Inspektur.

BAB V
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 1O

Inspektur, Inspektur Pembantu Khusus, dan Inspektur
Pembantu diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal l1
Sekretaris, Inspektur Pembantu, dan Kepala Subbagian pada
Inspektorat diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina
kepegawaian atas usul Inspektorat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Pasal 12
Pejabat lainnya di lingkungan Inspektorat, diangkat dan
diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
TATA KERJA

Pasal 13
(1) Dalam melaksanakal tugasnya, Inspektur, Sekretaris,

Inspektur Pembantu, Kepala Sub Bagian dan kelompok
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit
organisasi lainnya, sesuai dengan tugasnya.

J

(2) Setiap pimpinan...../ 1O
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(21 Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan
Inspektorat wajib melaksanal<an pengawasan bawahan
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil tindakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggungjawab
memimpin dan mengoordinasikan bawahan dan
memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan
tugas bawahannya.

(41 Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan
dan menyiapkan laporan secara berkala tepat waktu.

(5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan
orgalisasi dari bawahannya wajib diolah dan
dipergunakan sebagai bahan untuk penJrusunan laporan
lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada
bawahan.

(6) Daiam penyampaian laporan, tembusannya wajib
disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara
fungsional mempunyai hubungan kerja.

(7\ Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan
organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan
dan wajib mengadakan rapat Inspektorat secara berkala.

Pasal 14
Dalam hal pejabat berhalangan, dapat mendelegasikan
kewenangan tugas tertentu kepada pejabat setingkat di
bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB VII
ESELONERING

Pasal 15
(1) Inspektur merupakan jabatan struktural eselon II.a atau

jabatan pimpinan tinggi pratama.
(21 Sekretaris dan inspektur pembantu merupakan jabatan

struktural Eselon III.a atau jabatan administrator.
(3) Kepala Subbagian merupakan jabatan struktural eselon

IV.a atau jabatan pengawas.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 16
Pendanaan pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat
bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB lx...../11
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BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17
Pejabat yang ada sebelum Peraturan Gubernur ini berlaku,
tetap menduduki jabatannva dan melaksanekan tugasnya
sampai dengan ditetapkannya pejabat baru berdasarkan
ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Peraturan Gubernur
diundangkan.

Pasal 18
ini mulai berlaku pada tanggal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 9 Februari 2026

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

cAP/TTD

MEKI NAWIPA

Diundangkan di Nabire
pada tanggal 10 Februari 2026

PJ. SEKRETARIS DAERAH PAPUA TENGAH,

cAP/TrD
SILWANUS ADRIAN SOEMOELE

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN 2026 NOMOR OO7

Salinan sesuai dengan aslinYa
IRO HUKUM,

NG, SH,, M.H.
oo2L2tooz

UA 1



PENJELASAN
ATAS

PERATURAN GUBERNUR PAPUA
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA

TATA KERJA INSPEKTORAT

I. UMUM
Dasar hukum tentang Pemerintahan Daerah mengalami banyak

perubahan, berawal dari Undang-Undalg Nomor 22 Tahun 1999 tentalg
Pemerintahan Daerah hingga yang terakhir diubah menjadi Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah. membawa perubahan besar dalam
pengaturan pemerintahan daerah di Indonesia. Saat ini, pemerintahan
daerah diatur dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2O14
tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa daerah ialah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD
menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi
yang seluas-luasnya. Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa
otonomi daerah adalah hak, kewajiban, dan wewenang daerah otonom
dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat dalam prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud pada Undang- Undang Dasar 1945.

Pemerintahan daerah dalam bentuk Local Self Gouernment
diperlukan oleh sistem pemerintahan negara untuk menyelenggarakan
berbagai urusan pemerintahan yang sesuai dengan kondisi daerah artinya
dalam hal-hal tertentu penyelenggaraan pemerintahan negara di daerah
akan lebih elisien dan efelrtifjika diserahkan kepada pemerintahan daerah
tertentu. Hal ini karena pemerintah daerah lebih memahami kebutuhan
daerah dan masyarakat daerah, demikian juga untuk menyelenggarakan
pemerintahan di daerah-daerah khusus tertentu, perlu dibentuk
pemerintahan yang mempunyai kewenangan untuk mengatur dan
mengurLrs urusan pemerintahan yang ada di daerah tersebut.

Pemberian otonomi khusus bagi Provinsi Papua Tengah merupakan
wujud amanat rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, keadilan,
demokrasi dan penghormatan terhadap budaya lokal dengan
memperhatikan potensi dan keanekaragamzrn Daerah.
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